PERAN SERTA MASYARAKAT (PSM) FAKTOR PERBAIKAN MUTU PENDIDIKAN
DISAMPAI OLEH : ABDUL JALIL
UUD 1945 BAB XIII PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pasal 31
(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan****)

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.****)

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.****)

(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.****) 

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.****) 
Pasal 32

(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.**** )

(2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.**** )
Memperkuat manajemen pelayanan pendidikan melalui:
1. Pengembangan sistem pendidikan dan memantapkan pelaksanaannya dalam semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan termasuk pendidikan keluarga dan masyarakat;

2. Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pendidikan dan membina hubungan yang erat antara pendidikan formal dengan pendidikan di dalam keluarga dan masyarakat termasuk revitalisasi keluarga sebagai lembaga pendidikan informal;

3. Pelaksanaan revitalisasi lembaga pengelola pendidikan termasuk dinas pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;

4. Penyediaan anggaran pendidikan yang memadai dan berkelanjutan;

5. Pelaksanaan sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan sebagai hak asasi, investasi, dan aset kepada seluruh kelompok masyarakat serta pelaksanaan advokasi bagi pengambil keputusan untuk memberi perhatian besar pada pembangunan pendidikan;

6. Peningkatan pemberdayaan masyarakat agar dapat secara aktif berperan dalam membangun pendidikan di wilayahnya secara berkualitas dan berkesinambungan;

7. Penataan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pendidikan termasuk penelitian dan pengembangan, serta sistem informasi yang berkesinambungan; dan

8. Pelaksaan penilaian, monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.


Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi ini disusun bersama antara komponen pemerintah pusat, pemerintah daerah serta berbagai Stakeholders  di propinsi, untuk jangka waktu lima tahun. Dalam rentang waktu tersebut, akan terjadi berbagai perubahan-perubahan kondisi kehidupan bernegara pada umumnya dan kehidupan masyarakat Aceh  pada khususnya.Oleh karena itu penyesuaian-penyesuaian harus terus di lakukan agar rehabilitasi dan rekontruksi dapat konsisten menuju arah yang di harapkan. Selain itu suatu produk perencanaan akan berhasil apabila dalam pelaksanaan di sertai dengan monitoring dan evaluasi yang baik. Mudah-mudahan rencana rehabilitasi dan rekontruksi masyarakat Aceh dapat di laksanakan dengan baik demi perbaikan hidup masyarakat Aceh Barat  pada khususnya Seprovinsi Nad secara keseluruhannya.

Kita menyadari dalam melaksanakan program pendidikan kita terjebak dalam kegiatan rutin persekolahan, hal ini di karenakan oleh “kultur pendidikan”, umumnya di Indonesia rata-rata masih sangat lemah. Minimnya peran serta masyarakat (PSM)untuk mendukung kegiatan maupun pengembangan program pendidikan. Publik masih menganggap program pendidikan merupakan tanggung jawab Pemerintah semata-mata. Di samping itu, visi masyarakat tentang eksistensi pendidikan juga di pahami sekedar proses persekolahan semata-mata.Lemahnya  visi pendidikan dapat dilihat pada sisi lemahnya kultur persekolahan (school culture) yang sesungguhnya sering di perbincangkan berbagai kalangan masyarakat dan para ahli dunia pendidikan. School culture sesungguhnya juga tidak dapat di pisahkan dari kegiatan sekolah. Pendidikan memiliki hubungan sinerjis, lembaga pendidikan, masyarakat, budaya dan nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat. Pendidikan sesungguhnya bukan kegiatan tersendiri, sebagai semata-mata urusan sekolah dan administrasi sekolah, karena menyangkut aspek yang luas tanggung jawab besar masyarakat.

Imajinasi masyarakat masih menganggap pendidikan semata-mata tanggung jawab Pemerintah memiliki dampak pada partisipasi masyarakat terhadap kegiatan pendidikan. Pendidikan secara filosofis memiliki visi dan misi membentuk tatanan nilai. Konsep pendidikan yang bebas dari konsep nilai akan mengarah kepada sasaran pengembangan sektor pendidikan  sebagai komoditas. Sehingga program pendidikan seolah-olah lepas dari tanggung jawab social/public, maka publik tidak memiliki dukungan terhadap persoalan yang di hadapi lembaga sekolah.Ketika asumsi umum bahwa program pendidikan semata-mata masalah komoditas, dan hanya direalisir pada batas kegiatan sekolah saja, sehingga membangun konsep-konsep pendidikan secara terintegrasi seperti apa yang seharusnya di wujudkan, hampir tidak pernah ada dalam kenyataan. 
Kondisi dilematis ini telah membentuk warna dan pola pembangunan pendidikan di Aceh dalam enigma dan merupakan jalan panjang yang harus di tangani secara serius, dan hal ini tidak dapat di selesaikan hanya dengan tambal sulam, dan semata-mata terfokus pada usaha memperbaharui fasilitas gedung sekolah sebagai wujud perbaikan mutu pendidikan.Bangun Infrastuktur apa bangun SDM ?

Pemerintah, swasta dan masyarakat perlu mengembangkan konsep-konsep pelaksanaan program dan penyelenggara pendidikan yang mampu menampung partisipasi masyarakat dalam mengembangkan program pendidikan yang ideal sebagai proses kebudayaan, di harapkan melalui konsep tersebut program pendidikan, setidaknya dapat menjawab kelemahan sistim pendidikan secara bertahap.Untuk melerai benang kusut permasalahan pendidikan di Aceh melalui pendekatan program akselerasi telah banyak di lakukan, namun belum menunjukkan jawaban atas permasalahan yang ada. Program perbaikan mutu hanya melihat aspek pembangunan fisik semata seperti program akseleasi yang dilakukan lembaga sekolah tertentu dengan memiliki keistimewaan fasilitas, baik dalam pengadaan, misalnya pendirian gedung ekseklusif maupun tingkat implementasinya dengan biaya mahal. Ternyata moderenisasi penyelenggaraan program pendidikan terjebak dalam ideologi kapitalisme sistem pendidikan semata, demikian kritik tokoh pendidikan Brazil dalam bukunya Sekolah Kapitalisme yang licik (Freire : 1998)

Di Indonesia, khususnya di beberapa kota besar, awalnya masyarakat agak sedikit bangga dengan munculnya lembaga-lembaga sekolah modern, dengan meningkatkan sarana fisik yang mewah seperti ruang belajar di lengkapi dengan sarana pendingin (AC), memiliki laboratorium yang mewah, computer, dan berbagai peralatan/sarana modern lainnya. Fenomena tersebut ternyata tidak menjernihkan potret buram dan menjawab persoalan pembangunan sistem pendidikan nasional. Berbagai sekolah unggul yang bergengsi muncul di tanah air, oleh masyarakat di anggap sebagai fenomena baru dengan harapan membawa perubahan baru, tentang usaha perbaikan mutu pendidikan dan peningkatan standar pendidikan nasional, ternyata kehadiran lembaga-lembaga sekolah elit di tengah-tengah masyarakat kota di Indonesia menciptakan konflik dan polarisasi baru di mana kelompok elit kelas menengah atas sebagai kelompok masyarakat yan dapat menikmatinya, karena mahalnya harga pendidikan mewah. Kondisi kapitalisasi penyelenggaraan sektor pendidikan dalam perspektif tersebut telah menimbulkan masalah baru, sehingga terjadi polarisasi baru di tengah-tengah masyarakat untuk mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan sebagai wahana publik. Hanya kalangan masyarakat kelas tertentu yang dapat menikmati kebutuhan akan pendidikan yang baik, bahkan lembaga sekolah tertentu akhirnya menjadi lembaga elit di tengah-tengah masyarakat yang umumnya sulit mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan.

Berbagai media melansirkan informasi bahwa biaya untuk mendapatkan bangku di sekolah tertentu masyarakat harus membayar mahal, untuk dapat menikmati program pendidikan. Kenyataan tersebut sesungguhnya di alami di Aceh, di mana Pemerintah dan lembaga swasta bekerja keras untuk meningkatkan mutu pendidikan, semua jenjang yang ada. Namun, konflik yang terjadi di Aceh yang berkepanjangan telah memperkeruh dan akhirnya lembaga pendidikan menjadi sasaran, seperti terjadi pembakaran lebih dari 200 sekolah.Untuk memenuhi tujuan yang di maksud, perlu adanya sinerji atau kerjasama khusus dalam membangun sistim pendidikan atas dasar kebersamaan dengan upaya mencari solusi yang bersifat konsektual yakni antara lembaga seperti : Pemerintah Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, Peguruan Tinggi-Industri dan lembaga lain sebagai usaha untuk menemukan konsep-konsep dan menciptakan program pendidikan yang bermutu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.Realisasi siapa Untung Siapa Buntung ?  

Media massa telah melaporkan lebih ratusan sekolah di Aceh di bakar oleh orang tidak di kenal. Demikian juga dengan kondisi konflik yang berkepanjangan dimana para tenaga pengajar banyak yang menjadi korban konflik, sehingga pelaksanaan program pendidikan di Aceh mengalami ketertinggalan dari standar mutu yang di tetapkan pemerintah pusat atas dasar pemberlakuan Instrument keberhasilan tingkat nasional seperti, UAN. Bencana gempa bumi dan Gelombanng Tsunami di Aceh dan sekitarnya telah membawa dampak demikian besar terhadap pelaksanaan program pendidikan di Aceh. Sebelum bencana alam yang demikian dasyat, pendidikan di Aceh sedang mengalami proses transisi pemulihan, di mana ratusan gedung sekolah di bakar dan ratusan tenaga pendidikan manjadi korban oleh orang tidak di kenal sebagai dampak konflik politik yang berlarut.

REKONTRUKSI PENDIDIKAN BERBASIS PADA KONSEP “CAPACITY BUILDING”
Menyadari bahwa konsep Capacity Building merupakan sebuah proses perubahan menuju perkembangan yang terpaut dalam berbagai tingakat perubahan akan meningkatnya kebutuhan manusia. Menyadari bahwa proses pendididkan yang terdiri dari berbagai Variabel dan komponen pendukung untuk dapat sukses berjalanya program pendidikan, maka  pendekatan ini merupakan salah satu pendekatan yang efektif bagi solusi komplektisitas pengembangan pendidikan di Aceh pasca Krisis. Kerangka kerja konsep Capacity Building adalah di tujukan untuk meningkatkan perubahan dan perkembangan berbasis pada potensi yang di miliki manusia yang ada dalam masyarakat, konsep ini di bangun melalui Optimalisasi potensi yang ada untuk di kembangkan dalam sebuah sistim, untuk dapat terjadi perubahan-perubahan lanjutan atas kapasitas yang ada.


Memahami bahwa sebuah perubahan juga di tentukan oleh perubahan komponen lainnya, sehingga kesuksesan penyelenggara program pendidikan bergantung pada perubahan sektor-sektor yang mendukung Capacity Building merupakan aspek penting bagi perubahan suatu masyarakat kearah yang lebih baik, termasuk masalah ekonomi dan kesejahteraan. “T. Nill dan C Mindrum” Human performance that increase business performance (2001) menyatakan aspek lainnya seperti environtment, policy/strategi, operations, organizations, individual, melalui program Capacity Building. Interaksi komponen tersebut menentukan performance perubahan yang akan di capai oleh masyarakat dalam pengembangan diri. Capacity Building merupakan istilah di gunakan untuk membangun suatu masyarakat melalui perubahan pada dirinya, misalnya peningkatan ilmu pengetahuan, skill, pengorganisasian program dan lain-lain. Capacity Building merupakan sebuah model proses perubahan, gerak perkembangan dan perubahan yang bertingkat secara individu, kelompok, organisasi maupun perubahan pada pembentukan frame work sebuah sistim kearah yang lebih baik. Capacity Building adalah upaya memperkuat self adaptive capability seseorang atau organisasi, sehingga mampu merespon perubahan lingkungan yang menuntut pada arah yang lebih baik. Maka Capacity Building merupakan sebuah proses, bukan suatu komoditas atau produk yang di tuju, seperti apa yang di lakukan kelompok tertentu melalui Kapitalitasi lembaga sekolah. Sehingga membangun pendidikan melalui pendekatan Capacity Building, suatu saat Human Capital suatu masyarakat secara otomatis akan merupakan asset penting yang menciptakan dampak nyata melalui proses perubahan kehidupan dan kebutuhan bagi social competence dan social skill.  
MENYIAPKAN TENAGA SKIL INDUSTRI SEBAGAI “AGENT OF CHANGE”


Ternyata gagalnya membangun program pendidikan di Aceh sesuai dengan tuntutan perubahan adalah lemahnya nilai-nilai yang mendukung pengembangan program pendidikan yang berbasis pada “school culture”, yakni budaya sekolah. Kelemahan ini di sebabkan oleh lemahnya penelitian dan inovasi dalam merancang dan mengembangkan konsep-konsep pendidikan di Aceh.Membangun program dan kegiatan pendidikan di Aceh yang berbasis pada nilai-nilai budaya yang di maksud harus menciptakan sebuah kekuatan pendorong (bigpush), yakni menuingkatkan pengembangan program terhadap penyelenggaraan pendidikan sehingga target untuk pencapaian program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Aceh dapat di penuhi.

Konsep dari teori “bigpush” tersbut sesungguhnya indentik dengan program akselerasi ekonomi jepang dan jerman pasca kehancuran perang dunia ke II melalui program Marshal plan untuk melakukan industrialisasi kedua Negara, dengan cara berbeda melalui infestasi besar-besaran pada sector SDM melalui pendidikan tinggi. Jerman membangun lembaga pendidikan tinggi secara besar-besaran yakni membangun institusi penyelenggaraan Pendidikan yang kuat dan berbasis pada masyarakat. Sedangkan jepang mengirim para pemuda secara besar-besaran untuk mendapatkan pendidikan tinggi diberbagai universitas di barat, untuk melakukan tranformasi intelektual. Kedua Negara tersebut menghasilkan dua produk yang sama yakni kualitas sumber daya manusia kedua Negara menjadi social capital yang abadi.
       Bencana alam Aceh dapat di jadikan momentum yang sama meniru pola rekontruksi dua Negara yang coraknya hampir sama, yakni mengembangkan sebuah program khusus untuk akselerasi tenaga ahli yang berbasis pada pendidikan tinggi. Program ini dapat di wujudkan melalui kerja sama peguruan tinggi-industri untuk menciptakan sebuah program untuk akselerasi sector pendidikan yang berbasis pada program pendidikan lanjutan seperti, magister dan doctoral. Produk khusus ini di harapkan akan menciptakan “ticle down effect” bagi pengembangan pendidikan di Aceh mulai pada tingkat dasar, menengah dan tinggi. Konsep membangun dari atas ini di jadikan sebuah model pilot project dalam bentuk crash program sector pendidikan di Aceh. Keberhasilan ini di harapkan akan menjadi model yang akan di tiru oleh lembaga–lembaga lain. Paska tsunami berapa orang guru yang di sekolahkan dengan Anggaran APBK,APBA,APBN di Aceh Barat apakah satu orangpun tidak atau ada ? 
PEMASALAHAN DUNIA PENDIDIKAN DI NANGGRO ACEH DARUSSALAM (NAD) SAAT INI.
       Salah satu tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan bangsa. Hal ini merupakan tanggung jawab yang sangat besar bagi keluarga,sekolah dan pemerintah untuk di laksanakan.Sampai saat ini belum di temukan pola pendidikan yang tepat bagi siswa,terbukti dari banyak nya keluhan yang di dukung oleh fakta,seperti menurunnya mutu pendidikan mulai dari tingkat prasekolah sampai dengan pendidikan tinggi.  Pendidikan itu berada di jantung masyarakat, karena pendidikan merupakan kekuatan potensial untuk membebaskan manusia dari berbagai  perbudakan dan memerdekan bangsa dari keterbelakangan. Pendidikan membantu manusia memahami apa yang telah di pelajari oleh manusia mengenai dirinya, membantu mereka menempatkan keberadaaan mereka dalam kontek yang tepat, membantu mereka mempersiapkan diri menghadapi perubahan atau mengambil keputusan mengenai masa depan mereka sendiri.
MENURUT POHON KERAJAAN DALAM MS.TAHUN 1272. KEWAJIBAN RAKYAT TERDIRI ATAS 21 PASAL SEBAGAI BERIKUT :
1. Di wajibkan di atas sekalian rakyat Aceh yang laki-laki mukallaf dan bukan gila yaitu hendak lah membawa senjata ke mana –mana pergi berjalan siang malam yaitu pedang atau sikin panjang atawa sekurang-kurang nya rencong tiap-tiap yang bernama senjata.
2. Tiap-tiap rakyat mendirikan rumah atau mesjid atau balai-balai atau meunasah pada tiap-tiap tiyang di atas puting di bawah bara hendaklah di pakai kain merah dan putih sedikit.

3. Diwajibkan atas sekalian rakyat Aceh yaitu bertani utama lada dan barang sebagainya.

4. Diwajibkan atas sekalian rakyat Aceh mengajar dan belajar pandai mas dan pandai besi dan pandai tembaga beserta ukiran bunga –bungaan 

5. Diwajibkan atas sekalian rakyat Aceh yang perempuan yaitu mengajar dan belajar membikin teupeuen (alat tenun) bikin kain sutera dan kain benang dan menjait dan menyulam dan melukis bunga – bunga pada kain pakaian dan barang sebagainya.
6. Diwajibkan atas sekalian rakyat Aceh belajar dan mengajar jual beli dalam negeri dan luar negeri dengan bangsa asing.

7. Diwajibkan atas sekalian rakyat Aceh belajar dan mengajar ilmu kebal.

8. Diwajibkan atas sekalian rakyat Aceh yang laki-laki mulai taklif syara’ umur 15 tahun belajar dan mengajar main senjata dan barang sebagainya.

9. Diwajibkan atas sekalian rakyat Aceh dengan wajib ‘ain mengajar dan belajar ilmu agama islam syari’at Nabi Muhammad saw atas mazhab ahlusunnah waljamaah r.a.

10. Diwajibkan atas sekalian rakyat Aceh menjauhkan diri dari pada belajar dan mengajar ilmu kaum tujuh puluh dua di luar ahlussunnah waljamaah r.a.

11.  Sekalian hukum syara’ dalam negeri Aceh di wajibkan memegang atas mazhab imam syafi’i r.a di dalam sekalian hal ikhwal syara’ syari’at nabi Muhammad saw.Maka mazhab yang tiga itu apabila mudharat maka di bolehkan dengan cukup syarat maka negeri Aceh yang sahih syah muktamat memegang kepada mazhab syafi’i yang jadid.
12. Sekalian zakat dan fitrah dalam negeri Aceh tidak boleh pindah dan tidak boleh ambil buat mesjid dan balai-balai dan meunasah –meunasah maka zakat dan fitrah itu hendaklah di bagi lapan bagian ada yang mustahak menerimanya masing-masing daerah pada tiap-tiap gampong maka janganlah sekali-kali tuan-tuan zalim merampas zakat dan fitrah hak milik yang mustahak di bagi lapan.

13. Di wajibkan di atas sekalian rakyat Aceh membantu kerajaan berupa apapun apabila perlu sampai waktu datang minta Bantu. 
14. Di wajibkan di atas sekalian rakyat Aceh belajar dan mengajar mengukir kayu-kayu dan mengukir batu-batu dengan tulisan dan bunga-bungaan dan mencetak batu-batu dengan berapa banyak pasir dan tanah liat dan kapur dan kulit dan tanah bata yang di tumpuk serta batu-batu karang di hancurkan semuanya di ayak itulah adanya.

15. Di wajibkan di atas sekalian rakyat Aceh belajar dan mengajar indang mas di mana-mana tempatnya dalam negeri Aceh.

16. Di wajibkan di atas sekalian rakyat Aceh memelihara ternak seperti kerbau dan sapi dan kambing dan itik dan ayam tiap-tiap yang halal dalam agama Islam ada memberi manfaat pada umat manusia diambil ubat.
17. Di wajibkan di atas sekalian rakyat Aceh mengerjakan khabduri maulud Nabi saw. Tiga bulan sepuluh hari waktunya supaya dapat sambung silaturrahmi gampong dengan gampong datang mendatangi kunjung mengunjungi berganti makan khanduri maulid.

18. Di wajibkan di atas sekalian rakyat Aceh bahwa hendaklah pada tiap-tiap tahun mengadakan khanduri laut yaitu di bawah pemerintah Amir al-Bahar yakni panglima laut.
19. Di wajibkan di atas sekalian rakyat Aceh mengerjakan khanduri blang (sawah) pada tiap-tiap kampung dan mukim masing-masing di bawah perintah panglima meugo dengan keujruen blang (pejabat urusan sawah) pada tiap-tiap tempat mereka itu.

20. Di wajibkan di atas sekalian rakyat Aceh bahwasanya tiap-tiap pakaian kain sutera atawa benang atawa payung dan barang sebagainya berupa warna kuning atau warna hijau tidak boleh memakainya kecuali yang boleh memakainya yaitu kaum Bani Hasyim dan Bani Muthalib yakni sekalian syarif-syarif dan shaikh-shaikh yang turun temurun silsilahnya dari pada Saidina Hasan dan Saidina Husin keduanya anak Sitina Fatimah Zuhra nasal’alamin ‘alaihissalam binti Saidina Rasullullah Nabi Muhammad saw. dan warna kuning dan warna hijau yang tersebut yang  dibolehkan memakainya yaitu sekalian kaum keluarga ahli waris kerajaan Aceh Sultan yang raja-raja dan kepada yang telah di beri izin oleh kerajaan di bolehkan memakainya kepada siapa-siapapun.
21. Di wajibkan di atas sekalian rakyat Aceh bahwa jangan sekali-kali memakai perkataan yang cap kerajaan, pertama titah, kedua sabda, ketiga kurnia, keempat nugrahi, kelima murka, keenam daulat, ketujuh sri paduka, kedelapan harap mulia, kesembilan paduka sri, kesepuluh singgahsana, kesebelas tahta, kedua belas duli hadarat, ketiga belas syah alam, keempat belas sri baginda, kelima belas permaisuri, kaenam belas ta.
Selanjutnya Sultan Ali Mughayat syah menutup Pohon Kerajaan Aceh dengan menyatakan dalam bagian akhir sebagai berikut.
… mudah-mudahan isnya Allah Ta’la dapat selamat bahagia segala umat manusia dalam negeri Aceh Bandar Darussalam khususnya dan Aceh jajahan takluk umumnya yaitu supaya menjadi manusia yang baik dan berkelakuan tabiat yang baik serta tertip sopan majelis dan hormat yang mulia dan sempurna dengan berkat syafa’at Nabi saw. Supaya peliharalah bangsa kami Aceh dan negeri kami Aceh dari pada mara dan bahaya dengan selamat sejahtera bahagia sepanjang masa dan jauh dari pada lembah kehinaan dan kesusahan di sepanjang hidupnya supaya terpelihara negeri kami Aceh dan kerajaan kami Aceh dan alam (bendera) kami Aceh dan bendera kami Aceh dengan usaha yang baik supaya dapat merasa kesenangan bersama-sama yaitu antara rakyat dan kerajaan dengan bersatu seperti nyawa dengan jasad serta dengan takwa dan tawakkal kepada Allah Ta’ala dengan menahan sabar dari pada kepayahan maka tentu akhirnya Insya Allah Ta’ala dapat jad kebajikan bersama-sama dengan saudara islam yang dalam negeri Aceh dengan berkasihan dengan mengikut syara’ Allah dan syara’ Rasullullah dan syara’ kerajaan yang mufakat dengan Qanun dan Hadis dan Qias dan Ijma’ ulama ahlussunnah waljama’ah r.a. dan hokum adapt dan hokum qanun dan hokum reusam.

  Syahdan sebermula maka barang siapa yang tidak mengikuti dan tidak menurut seperti yang tersebut itu telah ijma’ sabda mufakat kerajaan kami Aceh ke atas tiap-tiap mereka itu ingkar dengan dua hukum yaitu hokum syara’ dan hokum adat. Sekianlah sabda mufakat kerajaan kami Aceh Bandar Darussalam Madinatussultan Al Asyie Alkurbra dan jajahan takluknya.

Pada 12 hari Rabiul awwal 1283 H. bertepatan dengan 14 Juli 1866 M, hari lahir Rasullullah Nabi Muhammad saw, empat orang wali Allah di Aceh, yaitu ulama-ulama besar Tgk. Chik Kuta Karang Almulaqqab Syaikh Abbas ibn Muhammad, Al-‘arif Billah sayyidil Abu Bakar Al-Idrus Almulaqqab Teungku di Bukit, Qadhi Mu’azzam Syaikhul Islam Syaikh Muhammad Marhaban Taballahu Lambhuek dan syaikh Muhammad Kurdi Turkia meninggalkan amanah bahwa yang sangat di benci manusia, adalah:
Pertama, Zalim, dan kedua, tidak ada keadilan, dan keempat, tidak memperbuat makmur dalam negeri, dan kelima, mengubah janji dengan rakyat dan pelajaran nasihat yang tidak baik dan (tidak) teguh setia.Sumber data Buku Sejarah Aceh.
Adat Budaya Aceh yang Berkaitan dengan Pendidikan


Ada beberapa adat tradisi budaya yang di masa lampau di pandang begitu penting dan berkembang dengan baik dalam masyarakat Aceh, karena adat budaya itu mengandung berbagai ajaran yang bertujuan mendidik seorang anak untuk menjadi seorang muslim yang berahklak mulia. Di antaranya adalah adat mengantar anak mengaji pada teungku, adat khatam Qur’an, adat sopan santun, kebiasaan menidurkan anak dengan do da idi (nina bobok) dan kebiasaan menceritakan hikayat (mengenai keimanan, dll) Mekanisme Penetapan Alokasi Anggaran Pendidikan Tahun 2003, Gubernur Propinsi NAD menyahuti secara positif saran tersebut. Untuk membahas ulang dana pendidikan 2003, Gubernur membentuk Tim Asistensi Dana Pendidikan Tahun 2003. Tim ini di ketuai oleh Prof. Dr. Darwis A. Soelaiman, MA. Seorang pakar pendidikan dari Unsyiah Banda Aceh, dengan anggota sejumlah akademisi dari unsyiah dan IAIN Arraniry, MPD, para Asisten dan kepala Bappeda, dan Ketua Komisi F DPRA, dan lain-lain. Hasil Keputusan Tim ini kemudian ditetapkan menjadi alikasi dan pendidikan melalui Surat Keputusan Gubernur.
  
Secara umum Tim memutuskan pengelompokan alokasi dana pendidikan tahun 2003 ke 
         dalam 4 kelompok besar, yaitu :
a. Dana Pendidikan yang dikelola Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebesar Rp.262,13 13 Milyar

b. Dana Pendidikan yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi sebesar Rp.249,72 milyar (termasuk Sanggar Telkom dan BPKB)

c. Dana Pendidikan yang dikelola oleh Dinas/Badan lain dan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta sebesar Rp.188,15 milyar

d. Dana abadi sebesar Rp.70 milyar.

Mekanisme Penetapan Alokasi Anggaran Pendidikan Tahun 2004.
1. karena format penyusunan anggaran pendidikan yang di buat Tim Asistensi Dana Tahun 2003 telah cukup jelas dan terarah, maka pada tahun 2004 Pemerintah Daerah tidak lagi membentuk Tim untuk menyusun anggaran pendidikan. Bappeda Provinsi NAD sebagai badan Eksekutif pemegang otoritas tertinggi dalam koordinasi perencanaan daerah mengambil inisiatif menghimpun masukan untuk penyusunan rencana anggaran pendidikan tahun 2004 berdasarkarkan format tahun sebelumnya serta mengindentifikasikan dan mengakomodasikan perubahan-perubahan yang perlu sesuai kondisi objektif daerah berdasarkan masukan dari Pemda Kabupaten/MPD.

2. setelah melalui serangkaian pembahasan antara eksekutif dan legislatif, di sepakati pada anggaran pendidikan tahun 2004, dengan perincian :
a. Dana Pendidikan yang di kelola Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebesar Rp.262,1313 M.
b. Dana Pendidikan yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi sebesar Rp.249,72 milyar (termasuk Sanggar Telkom dan BPKB)

c. Dana Pendidikan yang dikelola oleh Dinas/Badan lain dan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta sebesar Rp.188,15 milyar

d. Dana abadi sebesar Rp.70 milyar.

3. Berdasarkan kesepakatan tersebut kemudian diterbitkan  Keputusan Gubernur Nomor 05 Tahun 2004 tanggal 14 Februari 2004 tentang Alokasi Anggaran Pendidikan di Provinsi NAD Tahun 2004. dalam perkembangan selanjutnya ternyata kegiatan Darul Aitam diserahkan ke Dinas Pendidikan (tidak lagi di kelola oleh Dinas Syariat Islam), dengan demikian dana yang dikelola Dinas Pendidikan menjadi Rp.237, 8 milyar (di dalamnya termasuk dana Rehabilitasi sekolah terbakar/terkena bencana alam sebesar Rp.60 milyar dan bantuan Rindam sebesar Rp.3 milyar), sedangkan dana yang di kelola oleh Dinas/Badan lain termasuk Perguruan Tinggi turun menjadi Rp.127,7 milyar.

4. Komponen anggaran yang dibiayai melalui dana pendidikan tahun 2004 pada umumnya tidak berbeda dari tahun 2003. yang berbeda adalah mekanismenya dan penggeseran anggaran pada komponen-komponen tertentu yang prioritasnya bergeser.
Rencana Tahun 2004

Seperti halnya tahun 2003, bagian terbesar dari Dana Pendidikan tahun 2004 yang di kelola Dinas Pendidikan Propinsi juga di gunakan untuk bantuan rehabilitasi sekolah sekolah terbakar/terkena bencana alam yang di salurkan langsung ke kabupaten/kota (sebesar Rp. 59 milyar lebih) untuk merehabilitasi 283 sekolah, lanjutan pengadaan guru kontrak sebesar 5.559 orang, pengadaan buku pelajaran sebanyak 1.310.000 examplar, pengdaan alat pendidikan sebanyak 25.200 unit/set, lanjutan pembangunan lanjutan sekolah unggulan di kabupaten/kota sebanyak 28 unit, bantuan kelas inti untuk 289 sekolah, pembangunan TTDC, pelatihan guru 1.100 orang, pakaian dinas guru 16.000 pasang, supervisi pendidikan 800 sekolah, akreditasi 800 sekolah, pengadaan tanah, pembinaan siswa, tambahan ruang kelas baru di ibu kota propinsi untuk menampung ledakan murid sebagai ekses konflik, bantuan untuk Rindam Iskandar Muda.  Melalui kegiatan pengembangan pendidikan di luar sekolah telah dilaksanakan kegiatan pendidikan kesetaraan, dilatih sebanyak 790 orang tutor, rehabilitasi dan lanjutan pembangunan SKB, gedung PAUD Percontohan, pengadaan pakaian dinas TLD sebanyak 300 pasang, dan kegiatan PUS untuk 6 kabupaten/kota. Melalui kegiatan penelitian dan pengembangan pendidikan dilaksanakan sosialisasi evaluasi standar mutu pendidikan SD/MI sebanyak 42.000 siswa, 6 kegiatan penelitian, kegiatan pengelolaan SIM, dan pengadaan sarana sebanyak 6 unit, serta uji coba dan evaluasi KBK di 6 kabupaten/kota serta kegiatan pengembangan buku dan bahan ajar.Dana pendidikan untuk kabupaten/kota dan perguruan tinggi relative tidak berbeda peruntukannya dengan tahun sebelumnya, sedangkan dana pendidikan untuk dinas/badan lain diprioritaskan pada kegiatan yang berkaitan langsung dengan pendidikan.Sumber data Diskusi Panel di Malang.
RENCANA TAHUN 2005

Peristiwa tragis gempa dan tsunami yang melanda NAD menyebabkan peninjauan ulang terhadap tahapan rencana dan sasaran yang telah disusun sebelumnya. Hasil kegiatan pembangunan pendidikan selama bertahun-tahun dan diprogramkan bertahap di sejumlah kabupaten/kota luluh lantak tanpa bekas dalam sekejap mata. Menghadapi kondisi ini Pemda NAD, Pemerintah Pusat dan seluruh komponen termasuk badan/lembaga swadaya masyarakat dalam dan luar negeri telah menyatakan komitmennya untuk membangun kembali Aceh, bahkan menjanjikan pembangunan “Aceh Baru” yang jauh lebih baik dari kondisi Aceh sebelumnya. Diperlukan dana yang besar untuk membangun kembali dunia pendidikan NAD, namun alokasi dana pendidikan NAD tahun 2005 menurun sebagai akibat langsung dari penurunan sumber penerimaan Migas Aceh. Sebagaimana dikemukakan terdahulu alokasi dana pendidikan NAD tahun 2005 seluruhnya hanya Rp.491 milyar. Dana ini dikelola oleh dinas Pendidikan propinsi sebesar Rp.193,69 milyar termasuk dana rehabilitasi sekolah terkena bencana alam, selebihnya dikelola oleh Pemda kabupaten/kota sebesar Rp.196,01 milyar dan dikelola dinas/badan lain termasuk PTN/PTS sebesar Rp.101,30 milyar. Hasil kesepakatan dengan DPRD maka pada tahun 2005 tidak dialokasikan untuk dana abadi Suber data Diskusi Panel di malang.
KESIMPULAN

Dari sisi proses perencanaan dan penganggaran, langkah-langkah yang telah ditempuh untuk mengefektifkan pengelolaan anggaran pendidikan NAD mungkin sudah mendekati maksimal. Jarang sekali kita mendengar adanya sector-sektor lain di luar pendidikan (untuk penggunaan dana public) yang mendahului proses perencanaan dan penganggaran dengan “menghimpun pendapat stake holder” lewat seminar dan lokakarya, debat terbuka, pembentukan tim pakar yang independent mengundang LSM, dan sejenisnya. Bahkan, dengan 2 tahun terakhir, hanya dinas pendidikan propinsi NAD yang berani mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat melalui Koran daerah tentang rincian dana public yang dikelolanya, sehingga masyarakat mengetahui dana tersebut ada dimana, berapa besarnya, digunakan untuk apa, siapa penanggung jawabnya dan kemana masyarakat yang berkepentingan dapat berhubungan. Sungguh pun demikian efektif atau tidaknya pengelolaan anggaran sangat ditentukan oleh mentalitas aparatur pada tingkat pelaksanaan. Fakta menunjukkan masih ditemukan adanya penyimpangan baik disebabkan kelalaian maupun kesengajaan, bahkan sebagian diantaranya telah selesai diproses melalui jalur hukum.

Ke depan, khususnya menghadapi tahapan rekontruksi dan rehabilitasi pendidikan NAD pasca gempa dan tsunami, pengetatan pada setiap tahapan proses perencanaan pelaksanaan sampai pengawasan akan semakin ditingkatkan. Banyaknya sumber dana yang diperkirakan akan masuk ke Aceh membuka peluang terjadinya kemungkinan inefektifitas, tumpang tindih atau penyimpangan di lapangan. Aceh memang penuh teka teka yang tidak dapat di cerna dengan kasat mata saja ibarat sikurus sakit bertahun tahun kemudian sembuh paska sembuh sehat (Gemuk) paska gemuk sekian tahun muncul asam urat,muncul DM,muncul serangan jantung dan KAO.apakah Aceh nasib seperti ini jika SDM tidak ada maka peluang terjadi tinggi.  Aceh paska Merdeka RI muncul DI TII ,Muncul PKI,Muncul AM-GPK, Muncul Jubah puteh, ,Muncul GAM ,Muncul Sekolah/Kampus Liar mafia pendidikan ,Muncul Coha HDC),Muncul darurat Militer dan darurat Sipil, Muncul Gempa dan Gelombang  Tsunami ratusan Ribu jiwa meninggal dan sebagainya serta bermunculan Lembaga PBB,NGO,BRR (Dewa-Dewa Kemanusiaan ) , Muncul perdamaian Helsingki RI-GAM dan muncullah proyek Vital/Proyek Raksasa dan pertambangan raksasa akankah Anak Aceh berpeluang menjadi Satpan,Sopir,Buruh Kasar pada proyek yang sebentar lagi muncul di Aceh .habis muram terbitlah sinar dan habis sinar terbitlah sirna. Munculnya Dewa Dewa Kemanusian yang membawa pada fase  kemiskinan yaitu miskin Moral ,Hutan dan kandungan alam menurut tulisan Aditjondro dalam Buku Dewa pembawa Kemiskinan.Karna ada lembaga/kelompok yang memberi bantuan karena ada maunya dan ada juga lembaga yang murni dalam memberi pertolongan kemanusiaan.Penulis mengharapkan lembaga /Kelompok/pribadi yang membantu Musibah Aceh semuanya murni atas panggilan moral dan kemanusiaan. Mampu kah kita merawat/memelihara Gedung sekolah yang begitu mewah cukupkah Anggaran daerah jangan – jangan rekening listrik aja menunggah , yang nama Gedung sebernanya tidak perlu elit yang perlu elit keluaran atau hasil dari sebuah sekolah yaitu SDM  , jika Guru Guru tidak di sekolahkan bagaimana dengan murid  , mungkingkah anak anak lebih pandai dari guru jangan jangan Jeruk Makan Jeruk ,GSF mengajak semua komponen atau Donatur jika ada  anggaran tolong Skolah kan GURU – Guru diAceh S2 maupun S3 atau yang Tamatan SPG/PGA  tolong di beri biaya SI nya  terima kasih Amin.
Disampaikan pada Acara LBH Post Meulaboh Pelatihan menggali Hak Pendidikan dengan Tema Mewujudkan kehidupan masyarakat Aceh yang sejahtera dan bermartabat melalui pemenuhan hak atas pendidikan, kesehatan,pekerjaan dan pendapatan yang layak. Senin 14-17 Mei 2007 di Meulaboh Oleh Abdul Jalil Direktur GSF.
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